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RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan Rl, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Tahun Sidang : 2019-2020

Masa Persidangan : |l

Rapat ke .7

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat secara virtual dan tatap muka
Dengan : 1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);

2. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;
3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Sifat Rapat . Tertutup

Hari/tanggal : Selasa, 28 April 2020

Pukul : 11.00 WIB — selesai

Acara . 1. Penjelasan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) :

a. Penjelasan terhadap Penilaian  Indikator
Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Ketenagakerjaan
tahun 2019;

b. Penjelasan terhadap usulan kebijakan investasi
dana jaminan sosial dan anggaran operasional
serta hasil monitoring dan evaluasi BPJS
Ketenagakerjaan.

2. Penjelasan Dewan Pengawas BPJS

Ketenagakerjaan, mengenai :

a. Hasil Pengawasan  terhadap Kebijakan
Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan
Sosial (DJS) dan Kinerja Direksi BPJS
Ketenagakerjaan Tahun 2019;

b. Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
(RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020
termasuk komposisi program dalam upaya
peningkatan kepesertaan, skema investasi, dan
layanan manfaat tambahan;

c. Perluasan manfaat dan layanan tambahan
sebagai hasil pengembangan dana pekerja
melalui pembelian investasi BPJS



Ketua Rapat
Sekretaris Rapat

Tempat

Peserta Rapat
Virtual/Hadir

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan khususnya terhadap Pandemi
Covid-19.

3. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,

mengenai :
a. Program dan kegiatan terhadap pengelolaan dan

pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) bagi
peserta, terutama pengadaan alat-alat
penanganan Covid-19 yang dapat dimanfaatkan
dalam mendeteksi penyebarannya kepada
pekerja dan masyarakat;

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program
Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh yang
mengalami Orang Dalam Pemantauan (ODP),
Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Positif Covid-
19 dan meninggal akibat Covid-19;

Program Jaminan Hari Tua dalam mengatasi
permasalahan kekurangan daya beli
pekerja/buruh dalam upaya mewujudkan jaminan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi
peserta dan/atau anggota keluarganya
sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS);

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS
Ketenagakerjaan =~ Tahun 2020 termasuk
komposisi program dalam upaya peningkatan
kepesertaan, skema investasi dan layanan
manfaat tambahan bagi peserta.

Dra. Sri Rahayu/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX
DPR RI

Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai |

Gedung Nusantara |

JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

A.
B.

C.
D

46 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR R,
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) :
Tubagus Achmad Choesni, beserta jajaran;

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan :
Guntur Witjaksono, beserta jajaran;

. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan : Agus
Susanto, beserta jajaran.

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama

BPJS Ketenagakerjaan,

dibuka pukul 11.15 WIB., dilaksanakan secara virtual dan

tatap muka dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281
ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan

dinyatakan tertutup untuk umum.



RAPAT TERTUTUP



